BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTARG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR B TAHUN 2017 TENTANG PENANAMAN MODAL

Menimbang

Mengingalt

DI KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 21,
dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8
Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten

Lebeng, perlu di atur petunjuk pelaksanaanya;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupali
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal di
Kabupaten Lebong.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967  tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Provinsi Bengkulu [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
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11.
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13.

tentang Perseroan
onesia tahun 2007
Republik indonesia

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007
Terbatas (Lembaran Negara Republik Ind
Nomear 106, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4756);

8 Usaha Mikro Kecil
ia Tahun
Republik

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indones
2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Necgara

Indonesia Nomaor 4866);

mor 25 Tahun 2009 tetang Pelayanan
lik Indonesia Tahun 2009

Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No
Publik (Lembaran Negara Repub
Nomor 112, Tambahan Lembaran

Nomor 5038);

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2_(]09 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomar

5058);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 teniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentil dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Daerazh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 20
_ 09 tentan
Kawasan Industni (Lembaran Negara Republik IndonesiE

tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4987); e s s

Peraturan Presiden Nomor 76 Tah
i un 2007 tentang Kriteri
dan Persyaratan Bidang Usaha yang Tertutup da%: Bid:E:

Usaha yang Terbuka in o
Penanaman Modal: u dengan Persyaratan di Bidang

Pe :
Ei;:;ﬁ;f:ld?ﬂn Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar
Terbuka Den ang Tertutup dan Bidang Usaha Yang

gan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

(Lembaran N. ) 2
93); egara Republik Indoncsia tahun 2014 Nomor



Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyclenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Numm: 7
Tahun 2018 tentang Pedoman dan tata cara Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal;

Peraturan Dacrah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 21?12
tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lebong Tahun
2012-2023 (Lembaran Dacrah Kabupalen Lebong Tahun

2012 Nomor 12);

Peraturan Derah Kabupaten Lebong Nomeor 10 Tahun 2016
tentang Pembetukan dan susunan Perangkat Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor

10);

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENANAMAN MODAL DI

KABUPATEN LEBONG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Lebong,.

Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.

Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai Unsur Penyelengpara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupal Lebong,.

Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Lebong Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah di
Bidang Penanaman Modal.

Penanaman Modal adalah Segala bentuk Kegiatan Menanam
Modal baik oleh Penanaman Modal dalam Negeri maupun

Penanaman Modal Asing untuk melakukan Usaha di Wilayah
Daerah.

Modal adalah Aset dalam Bentuk Uang atau Bentuk lain yang
bukan Uang yang dimiliki olch Penanaman Modal yang
Mempunyai Nilai Ekonomis.

Modal dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki oleh Negam
Republik Indonesia, Perseorangan, Warga Negara Indonesia
atau Badan usaha yang berbentuk Badan Hukum atau tidak
berbentuk badan Hukum.



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh Negara Asing
Perscorangan maupun,Warga Negara Asing, badan usaha
asing, badan Hukum asing yang schagian atau seluruh
modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Penanam Modal adalah Perseorangan a
yang melakukan Penanaman Modal yan
Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman
Asing.
Penanam Modal Dalam Negeri adalah Perseorangan Warg;
Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik
Indonesia Atau Dacrah yang melakukan Penanamarn Modal di

Wilayah Daerah.

Penanam Modal Asing adal
Asing, Badan usaha Asing,d
melakukan Penanaman Modal di Wilayah dm:.ruh. -
Penanaman Modal dalam Negeri yang selanjutnya disingkat
PMDN adalah kegiatan Menanam Modal I_Jntul-c mqlakuknn
usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan
oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan

Modal Dalam Negeri. _
Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA
adalah kepatan Menanam Modal untuk melakukan Usaha di
wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan a!ch
Penanam Modal Asing, baik yang mengunakan Modal asing
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam
Modal Dalam Negeri.

lzin adalah Dokumen yang di keluarkan oleh Pemerintah
daerah Berdasarkan Peraturan Dacrah atau Peraturan
Perundang-undangan lainnya yang merupakan Bulkti
Legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya sesecorang
atau Badan untuk melakukan Usaha atau kegiatan tertentu.
lzin Usaha Penanaman Modal adalah lzin Usaha untuk
melakukan kegiatan Usaha,

Perizinan adalah  segala  bentuk  persetujuan untuk
mclak}ﬂcan Penanaman Modal yang dilakukan oleh
Pemerintah danfatau Pemerintah Daerah yang memiliki

kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Nﬂl:l_Fcl'izinan adalah segala bentuk kemudahan Pelayanan
I‘asﬂugs fiscal dan Informasi mengenal Penanaman Modal
sesuai dengan kelentuan Peraturan Perundang-Undangan

Laporan Kepialan Penanaman Modal selanj isi

| elanjutnya disingkat
LKPM adalah Laporan berkala yang berkaitan denggan
Perkembangan Perusahaan Penanaman Modal,

:r.:rml?aga Pengelolan f:lan Penyelenggaraan Online Single Sub

| |5rt.-.}|:n yang sclz}njutnya discbut lembaga 0SS adalah

embaga Pemerintahan non kementrian yang

?ﬂc;nrﬂglcngga:akan urusan Pemerintahan di bidang
inasi Penanaman Modal yaitu BKPM.

Eitéi::t kén:rpdmam Penanaman Modal yang selanjutnya di

ya_nthena M “dasnh 'fm'?ﬂgﬂ Pemerintah non kementrian

diihomin D?gl;gung Jawab di bidang Penanaman Modal yang

btrtar'.] Ch scorang Kepala yang berada di bawah dan
BEuUng jawab langsung kepada Presiden.

tau Badan usaha
g dapat berupa
Modal

ah Perscorangan warga Negara
an atau Pemerintah Asing yang
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

(@)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sclanjutnya di singkat
PTSP adalah kegiatan Penyelenggaraan suatu Perizinan dan
Non Perizinan yang mendapal Pendclegasian  atau
Pclimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang
mememiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang
Proses pengelolaannya  dimulai  dari tahap permohonan
sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan

dalam satu tempat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong yang
selanjutnya disingkat RTRW adalah Dokumen Perencanaan,
Pemanfaatan dan Pengendalian pemanfaatan  Ruang
kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Dacmh:

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan [nvestas) secara
Elcktronik yang sclanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem
Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang terntcgrasi
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pendclegasian Wewenang adalah Penyerahan Tugas, hak,
kewajiban dan pf;rmnggungiawaban Perizinan dan Nnrf
Perizinan termasuk Penandatanganannya atas nama Pemberl
Wewenang.

Pelimpahan Wewenang adalah Penycrahan Tugas, hak,
Kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non
Perizinan termasuk Penanda Tanganannya atas Nama
Pemberi Wewenang.

Nomor Induk Berusaha Selanjutnya disingkat NIB adalah
ldentitas Pelaku Usaha yang diterbitkan aleh Lembaga OSS
setelah Pelaku usaha melakukan Pendaflaran.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik yang selanjulnya disingkat SPIPISE adalah
Sistem Elcktronik Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
yang Terintegrasi antara BKPM dengan Kementrian/Lembaga
Pemerintah Non Kementrian yang memiliki kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan, Badan Pengusahaan KPBPB,
Administrator KEK, DPMPTSP  Provinsi, DPMPTSP

Kabupaten, dan Instansi Penyelenggara PTSP dibidang
Penanaman Modal.

BAB Il
MAKSUD, TUJUAN DAN SARAN

Pasal 2

Maksud dilemp.kann}-a_ Peraturan Bupati ini adalah dalam

E::bgka ?emll::go petunjuk pelaksanaan Penanaman Modal di
upaten ng untuk mencipt ikli

L neiptakan iklim usaha yang

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

8, Memberikan kepastian
rosedur lak
Penanaman modal; dan P peiaxsananaan

b. Pengendalian dan
r pengawasan dalam ran
mewujudkan kenyamanan berusaha. -



Pasal 3

Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan asas :

Kepastian hukum;

Keterbukaan,

Akuntahilitas;

Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal
penanaman modal;

Kebersamaan;

Eflisicnsi berkeadilan;

Berkelanjutan,

Berwawasan lingkungan;

Kemandirian dan kesatuan ekonomi daerah; dan
Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi dacrah.

g0 &R

e TR A0

Pagsal 4

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan :

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

b. Menciptakan lapangan kena;

¢. Meningkatkan pembangunan ckonomi berkelanjutan
dan wawasan lingkungan;
Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;

e. Meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi
daerah;

f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan

g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ckonomi

riil dengan menggunakan dana Yang berasal baik dari
dalam negeri maupun luar negen.

Pasal 5

Sasaran pen anaman mod al :

(1)

Meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
Meningkatkan sarana Pendukung Penanaman modal:
Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
Meningkatkan jumlah penanaman modal; dan
Meningkatkan realisasi penanaman modal.

nep g

BAB III
KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Kewenan Pe i Pt
. al.ag:? merintah Daerah di bidang penanaman modal

a‘ Ed -
Pengembangan  iklim penanaman modal meliputi

5;’2‘:‘“&“ P"-'";E;ll"lﬂn fasilitas/insentif di bidang
aman m >
investasi kabupatcn:l \E=pembonten; e puin



d.

E'I‘

Promosi penanaman modal meliputi  penyclenggarann
promosi penanaman modal sesuai potensi dacrah;
Pelayanan  penanaman  modal  meliputi pelayanan
perizinan dan non perizinan secara terpadul (satul
Pintu di bidang penanaman modal daerah;

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah;
dan N
Menyediakan data dan sistem inl'un'pﬂsi perizinan dan
non perizinan yang terintegrasi pada tingkat dacrah.

(2) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten schagaimanza
dimaksud pada ayat (1) disusun dalam jangka waktu Dua {2)

Tahun.

BAB IV
KEBIJAKAN

Pasal 7

Kebijakan penanaman modal daerah meliputi :

o anoR

ey

Kerjasama penanaman maodal;

Promosi penanaman modal;

Pelayanan penanaman modal;

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman
modal; dan

Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman
modal.

Pasal 8

Kerjasama penanaman modal dapat dilakukan Pemerintah Dacrah
dengan Pemerintah Daerah lain dan atau Pemerintah Kabupaten /
Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling
menguntungkan.

(1)

(2]

Pasal 9

Promosi penanaman modal dilakukan dengan :

a.

C.

Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis
pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan
promosi penanaman modal;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanaman
modal dacrah Kabupaten Lebong di dalam negeri dan
atau di luar negeri; dan

Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan
menyusun materi premosi penanaman modal.

Pelaksanaan promosi penanaman modal dilakukan oleh
Dinas, sccara mandiri dan atau bekerja sama dengan

Pemerintah-Pemerintah  daerah lainnya, dan lembaga non
pemenntah.



(1)

)

(3)

(4)

(5

(6)

(7)

BABV
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

is bidang usaha atau jenis
anaman modal kecuali jenis
yang dinyatakan tertutup
ual ketentuan peraturan

Jenis bidang usaha, semua jen
usaha terbuka bagi kegiatan pen
bidang usaha atau jenis usaha
terbuka dengan persyaratan S¢S
rudang-undangan.

Eﬁnanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh
Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV),
Koperasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha
Milik Dacrah (BUMD)dan Penanaman modal yang tidak
berbadan hukum atau perscorangan. _

odal dalam negeri

Bentuk badan usaha dalam penanaman _
dilakukan oleh badan usaha yang perbadan hukum, tidak
berbadan hukum atau usaha perscorangan dan

berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Irzfdﬂne%ia.
dan bentuk perseroan di lakukan dengan mengambil bagian
saham pada saat pendirian perseroan terbatas, memben
saham dan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Perizinan Penanaman Modal wajib memil
dari :
a. NIB;
b. Izin Usaha/lzin Komersil Operasional; dan
c.lzin lainnva sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
Jangka waktu penanaman modal sclama Kegiatan usaha
yang dijalankan masih aktif berjalan sepanjang belum
ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan lain.
Setiap Penanaman modal berhak mendapatkan :
a. kepastian Hukum dan Perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai Bidang usaha yang
dijalankannya; dan
c. pelayanan, termasuk insentilf dan Kemudahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Setiap penanaman modal wajib :
a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan ik;
, yang baik;
b. Melaksanaka:n tanggung Jawab sesuai perusahaan;
c. Me?ghumat: tradisi budaya masyarakat sckitar lokasi
kegiatan usaha penanaman modal;
d.Mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang
e e LT
' an  menyampai lapora i
penanaman modal; paran KEgiten
. Melaksanakan izin yang diberikan dalam jangka waktu
Lﬂng sudah ditentukan; dan
g- Mematuhi semua ketentuan ratura
n rundang-
undangan yang berlaku. £ REQCESS

iki izin terdiri dani



rd (8) Setiap penanaman modal bertanggung jawab :
-4 a. Menjamin tersedianya yang berasal dari sumber yang

tidak  bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. Menciptakan  iklim  usaha  persaingan  yang
schat,mencegah praktek monopoli dan hal lain yang
merugikan daerah;

¢. Menciptakan kesclamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kesejahteraan pekerja;

d. Menjaga kelestarian Lingkungan hidup; 3 "

e. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika
penanaman modal menghentikan atau mcnmgga]kan,
atau menelantarkan kegiatan usahanya sccara sepihak;

f Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan _

g. Pemerintah daerah menetapkan Peta lokasi penanaman
modal sesuai dengan kawasan budl daya yang sudah
ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.

@ BAB VI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 11

(1) Pelayanan PTSP meliputi :
a. Pelayanan Perizinan dan non perizinan,
b. Pelayanan insentif dan kemudahan; dan
¢. Pelayanan pengaduan masyarakat.

(2) Bupati memberikan Pendelegasian wewenang pemberian
Perizinan dan Non Perizinan atas urusan Pemerintah di

bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah
kepada DPMPTSP.

BAB VII
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
RUANG LINGKUP

4]

Pasal 12

Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal
mencakup kegiatan :

a. Pemantauan;
b. Pembinaan; dan
¢. Pengawasan.



)

KEWENANGAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

(1) Kewenangan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
dilaksanakan oleh :

a. Pemerintah Pusat dilakukan oleh BKPM melalui Deputi
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
atas kepiatan berusaha yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat, yaitu: +
1. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya linias

daerah provinsi;

2. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya sldfu-n
yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko
kerusakan lingkungan yang tinggi; _

3. Penanaman Modal pada Dbidang indystn YANE
merupakan prioritas tinggi pada skala nasmna:l;

4. Penanaman Modal pada bidang industri yang
mengolah dan menghasilkan bahan beracun dar!
berbahaya (B3) dan jenis industri teknologi tinggl
yang strategis; _

S. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi
pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang
lingkupnya lintas daerah provinsi;

6. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan
strategi pertahanan dan keamanan nasional;

7. PMA dan Penanam Modal yang menggunakan modal
asing vang berasal dari pemerintah negara lain, yang
didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah
dan pemerintah negara lain; dan
Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan
Pemerintah Pusal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Pemerintah Daerah provinsi dilakukan oleh DPMPTSP
Provinsi atas kepiatan berusaha vang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, yaitu :

1. Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan lintas
dacrah Kabupaten; dan

2. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan oleh DPMPTSP
Kabupaten atas kegiatan berusaha vyang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, yaitu yang
ruang lingkup kegiatan di daerah Kabupaten;

d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas atas kegiatan berusaha yang berlokasi
di wilayah KPBPB; dan

e. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus atas kegiatan
berusaha yang berlokasi di wilayah KEK.



(2)

(3

(4

(3

(6)

7

(8)

PMA dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing,
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7
meliputi:

a. PMA yang dilakukan oleh pemerintah negara lain;
b. PMA yang dilakukan olch warga negara asing atau badan
usaha asing, _
¢. Penanam Modal yang menggunakan modal asing yang
berasal dari pemerintah negara lain, yang 1:1|dasa:kan
pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan
pemerintah negara lain. o
Dalam hal perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan
PTSP Pusat di BKPM namun saat ini telah menjadi
kewenangan Pemecrintah Daerah provinsi atau Pemerintah
Dacrah Kabupaten atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau
Administrator KEK, penyelenggaraan Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh DPMFTSP
Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBFPB,
atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
Dalam hal tertentu, BKPM dapat langsung mclaku?ca.t}
pengendalian pelaksanaan Penanaman qun! yang mf::_njadl
kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPE atau
Administrator KEK dan menyampaikan hasil kepada
DPMPTSP  Provinsi, DPMPTSP  Kabupaten, Badan
Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sesuai dengan
kewenangannya.
Dalam hal tertentu, DPMPTSP Provinsi dapat langsung
melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten /
Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK
dan menyampaikan hasil kepada DPMPTSP Kabupaten,
Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sesuai
dengan kewcnangannya.
Dalam hal tertentu, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP
Kabupaten dapal langsung melakukan pengendalian
pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan
BKPM dan menyampaikan hasilnya kepada BKPM.

Dalam hal tertentu, DPMPTSP Kabupaten dapat langsung

melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal

yang menjadi kewenangan DPMPTSP Provinsi dan

menyampaikan hasilnya kepada DPMPTSP Provinsi.

Hal tertentu scbagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai

dengan ayat (7) meliputi :

a. adanya permintaan dari Instansi Teknis berwenang;

b. adanya permintaan pendampingan dari Pemerintah

Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Badan

Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK;

adanya pengaduan masyarakat:

adanya pengaduan dari Pelaku Usaha; atau

€. tenadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal lain
yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat
dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun
perekonomian daerah.

e



BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 14

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan :
a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan,

b. informasi yang lerbuka mengenai bidang usaha yang

dijulunkannya;
. hak pelayanan; dan

c .
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 15

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban : _
menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
melaksanakan tanggung jawab sesial perusahaan;
menyampaikan LKPM; ‘
menghormati tradisi budaya masyarakat sckitar
kegiatan usaha Penanaman Modal; _
meningkatkan kompetensi lenaga kerja warga

onop

m

Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

. menyclenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi
kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesual dengan
peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang

memperkerjakan tenaga kerja asing,

g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi
yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi
perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang

tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 16

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab :

a. r_ncnjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

b. menanggung dan menyelesaikan scgala kewajiban dan

kerugian  jika Pelaku Usaha menghentikan
menelantarkan kegiatan usahanya;
¢. menciptakan
mencegah praktek monopoli;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan

€. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan,

kesejahteraan pekerja.

iklim wusaha persaingan yang sehat



BAB X

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 17

a dimaksud dalam Pasal
ngetahui perkembangan

asalahan yang dihadapi
erifikasi, dan

Kegintan Pemantauan sebagaiman
12 huruf a, dilakukan untuk me
realisasi Penanaman Modal dan perm
oleh Pelaku Usaha mclalui pengumpulan, v
cvaluasi terhadap :

a. LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;

b. laporan realisasi impor dan/atau [lasilitas fiskal yang

disampaikan olch Pelaku Usaha;
c. laporan kegiatan kanlor perwakilan o

BUJKA, dan KPA Migas ; dan } :
d. laporan kegiatan usaha lainnya yang diwajibkan sesual

dengan peraturan Instansi Teknis terkait.

Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP
Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Adminisirator
KEK sesuai dengan kewenangannya.
Kegiatan Pemantauan dilaksanakan terhadap Penanaman
Modal sejak mendapatkan Perizinan Berusaha.
BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten melakukan
Pemantauan terhadap seluruh realisasi Penanaman Modal
baik yang Perizinan Berusahanya diterbitkan melalui Sistem
0SS,” PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP
Kabupaten atau Instansi Teknis lainnya baik di pusat
maupun daerah,
Kepala BKPM dapat memberikan mandat pelaksanaan
kegiatan Pemantauan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat kepada gubernur melalui Dekonsentrasi.
Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
c:;ar[jl.;; dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman

odal.

leh KPPA, KP3A,

Pasal 18

Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud
dalam _Fasal 15 huruf ¢ dilakukan secara daring dan berkala
melalui SPIPISE untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan
oleh Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
melakukan kepiatan usaha untuk sctiap bidang usaha
danfatau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ~ wajib
menyampaikan LKPM.




(3) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap:
bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi sampai
dengan  Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
menyampaikan laporan kegiatan berusaha sesual dengan
peraturan Instansi Teknis yang berwenang.

(4} Penyampaian LKPM mengacu pada data dan/atau
perubahan data Perizinan Berusaha termasuk pf‘:ruhahan
data yang tercantum dalam sistem OSS sesual dengan

periode berjalan.
(5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: _
a. Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sctiap 3 (tiga)
bulan (triwulan); dan
b. Periode pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud dalam
huruf (a) diatur sebagaimana berikut :
1. Laporan triwulan 1 disampaikan paling lambat
tangeal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
2. Laporan triwulan 1l disampaikan paling lambat
tangeal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
3. Laporan triwulan Il disampaikan paling lambat
tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;

dan
4. Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat

tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

(6) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {2) memiliki
kewajiban menyampaikan LKPM  pertama  kali  atas
pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada peniode yang
sesuai, setelah tanggal diterbitkannya Perizinan Berusaha.

Pasal 19

Format LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)

huruf a terdiri atas :

a. LKPM bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi komersial;
dan

b. LKPM bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi komersial.

Pasal 20

LKPM _scbagajmana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b
dianmpalkap oleh Pelaku Usaha yang telah menyatakan siap
berproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui SPIPISE.

Pasal 21

(1) BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan
Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK melakukan
verifikasi dan evaluasi sccara daring pada PTSP Pusat di
BKPM terhadap data rcalisasi Penanaman Medal yang
dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Berusaha scsuai
dengan kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13.

e




(2) Dalam hal melakukan verifikasi dan evaluasi data
schagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM, DPMPTSP
Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB,
atau Administrator KEK dapat meminta penjelasan dari
perusahaan atau meminta perbaikan LKPM.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan perbaikan atas LKPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perbaikan harus
disampaikan secara daring paling banyak 2 (dua) kali,
dengan setiap perbaikan maksimal 2 (dua) Hari pada periode
pelaporan yang sama. :

(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan ataas
LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
Pelaku Usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.

(5) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman M-:-_tha_d
yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujul,
disimpan secara daring melalui SPIPISE.

(6) BKPM melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal
secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM
secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disampaikan ke publik paling lambat :

a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk
laporan triwulan I;

b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk
laporan triwulan II;

c. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk
laporan triwulan I1I; dan

d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan
triwulan IV.

Pasal 22

(1) KPPA wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap
6 (enam) bulan kepada BKPM, dengan periode laporan
sebagai berikut:

a. Laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal
10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan

b. Laporan semester Il disampaikan paling lambat tanggal
10 bulan Januari tahun berikutnya. 5

(2) :{PSFL wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6
enam) bulan kepada BKPM, dengan periode laporan sebagai
berikut; san pe P e
a. Laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal

10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
b. Laporan semester I[ disampaikan paling lambat tanggal
10 bulan Januari tahun berikutnya.

(3) Kantor Perwakilan BUJKA wajib menyampaikan laporan

kegiatan tahunan kepada BKPM dan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat paling lambat tanggal 10
bulan Januari tahun berikutnya.



(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3]

(%)

(5)

KPA Migas wajib menyampaikan laporan kegintannya sctiap

6 (enam) bulan kepada BKPM, dengan periode laporan

scbagai berikut:

a. Laporan semester 1 disampaikan paling lambat tanggal 10
bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan

b. Laporan semester 11 disampaikan paling lambat tanggal 10
bulan Januar tahun berikutnya.

Penynmpaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (4) disampaikan kepada BKPM secara

daring melalui SPIPISE .

Pasal 23

Pelaku Usaha yang telah mendapat fasilitas pembebasan
bea masuk mesin danfatau barang dan bahan, wa:nh
menyampaikan laporan realisasi impor kepada BKPM pghng
lambat 7 (tujuh) Hari setelah mendapat Surat Persctujuan
Pengeluaran Barang (SPPB) dan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai.
Penyampaian laporan realisasi impor, :—u?-hagmmana‘
dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara danng melalu

SPIPISE.

Pasal 24

BKPM membuat laporan :

a. kumulatif realisasi Penanaman Modal secara nasional
setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Presiden
dan Instansi Teknis terkait; dan

b. rekapitulasi realisasi impor mesin danfatau barang dan
bahan yang mendapatkan [asilitas pembebasan bea
masuk dari BKPM seliap 6 (enam) bulan kepada Menteri
Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal.

DPMPTSP Provinsi membuat Jlaporan kumulatil atas

pelaksanaan Penanaman Maedal di wilayah provinsi setiap 3

(tiga) bulan dan disampaikan kepada gubermur dengan

tembusan kepada BKPM.

DPMPTSP Kabupaten membuat laporan kumulatilf atas

pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah Kabupaten setiap

3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada bupati/wali kota

dengan tembusan pada gubernur.

Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK

membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman

Modal di wilayah KPBPB dan KEK setiap 3 (tiga) bulan dan

disampaikan kepada BKPM dengan tembusan  kepada

gubernur.

Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan dengan

paling sedikit memuat :

a. peniode laporan;

b. realisasi investasi PMA dan PMDN pada periode
pelaporan; .

c. jumlah proyck dan realisasi investasi berdasarkan lokast
proyek, sektor usaha dan negara untuk PMA; dan )

d. jumlah proyek dan realisasi investasi berdasarkan lokasi
proyek, sektor usaha untuk PMDN.

S -
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Pasal 25

Untuk meningkntkan kepatuban perusahnan lerhadap kewajiban
dan tanggung jawab scbugaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan
Pasal 16, BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan
Pengusahaan KPBPB, dan Administrator KEK dapat memberikan
penghargaan kepada Pelaku Usaha terbaik scsuai dengan
kewenangannya.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 26

(1)  Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi,
DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau
Administrator KEK kepada aparatur daerah dan Pelaku
Usaha.

(2) Kepiatan Pembinaan vang dilakukan olech BKPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap a;?aratur
daerah dilaksanakan oleh Unit Deputi Kerasama
Penanaman Modal yang norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang diatur tersendiri dalam Peraturan Badan
Koordinasi Penanaman Modal.

(3) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang dilakukan terhadap Pelaku Usaha, dilaksanakan
melalui:

a. bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau
dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan
Penanaman Modal secara berkala:

b. pemberian  konsultasi  pengendalian  pelaksanaan
Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan;

c. fasilitasi penyclesaian permasalahan yang dihadapi
Pelaku Usaha;

d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa
kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; atau

€. pengawalan percepatan realisasi  proyek strategis
nasional yang sudah memiliki perizinan.

(4) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan
pihak terkait.

(5) Dalam hal Pelaku Usaha memohon Pembinaan mengenai
permasalahan  atas pelaksanaan kegiatan Penanaman
Modal, BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten,
Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK dapat
melaksanakan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} huruf c.

(6) Dalam hal fasilitasi penyelesaian permasalahan yang
dihadapi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf ¢, terkait dengan permasalahan sengkela antar
pemegang saham tidak mencapai kesepakatan penyelesaian,
BKPM dapat melakukan pemblokiran Hak Akses.



&

(7)

(8)

(1)

(2

(3)
(4)

Pembukaan pemblokiran Hak Akses sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dapat dilakukan setelah para pemegang saham
mencapai kesepakatan penyclesaian permasalahan.

Pemblokiran dan/atau pembukaan hak akses sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan atas

usulan dari :

a. Para pihak yang bersengketa;

b. Instansi  Teknis, DPMPTSP  Provinsi, DPMPTSP
Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau
Administrator KEK.

Pasal 27

Permohonan Pembinaan sebagaimana dimaksud dzflam

Pasal 26 ayat (S5), Pelaku Usaha dapat menyampaikan

melalui LKPM dan/atau surat yang ditujukan kcpada

Kepala BKPM  atau Deputi  Bidang Pc“E““dE'fhm_"

Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi,

Kepala DPMPTSP Kabupaten, Kepala Badan Pengusahaan

KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan

kewenangannya.

Atas permohonan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupalen,

Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai

dengan kewenangannya melakukan fasilitasi penyelesaian

permasalahan Penanaman Modal melalui tahapan :

a. identilikasi dan verifikasi permasalahan;

b. koordinasi [fasilitasi penyelesalan masalah dengan
Instansi Teknis terkait, instansi teknis daerah terkait,
dan/atau pihak terkait lainnya;

c. dalam hal [fasilitasi penyelesaian hambatan atas
Perizinan Berusaha, dilakukan koordinasi dengan
Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Instansi Teknis,
galuan Tugas Provinsi, Satuan Tugas Kabupaten terkait;
an

d. laporan penyampaian hasil fasilitasi penyelesaian
masalah kepada pihak terkait.

Hasil fasilitasi_sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dan huruf ¢, dituangkan dalam notulen.

EEP;PM,S&EPMPI‘SP Provinsi, DPLI?P’_I‘SP Kabupaten, Badan
gusahaan KPBFB, atau Administrator KEK memantau

dan mengevaluasi  perkembangan  hasil  {asilitasi
penyelesaian masalah.



Baglan Ketiga

Pengawasan

Pasal 28

Kepialun Penpawasan schapgnimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf ¢, dilakukan atas usaha dan/atau kegialan sebagai tindak
lanjut dari :

a.
b.

C.

B

(1)

(2)

(2

(4)

(5)

(6]

(7

evaluasi alas pelaksanaan Penanaman Modal,

pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau
barang dan bahan; ) .
permintaan dari unit lain di BKPM dan/fatau Instansi Teknis
terkait;

. adanya indikasi atau bukli awal penyimpangan alas ketentuan

pelaksanaan Penanaman Modal atau  tidak dipenuhinya
kewajiban dan tanggung jawab scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 dan Pasal 16;

. usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada

BKPM oleh DPMPTSP Provinsi atau DFMPTSPL Kabupaten
untuk Proyck yang merupakan kewenangan F'L'mt;nnlﬂh Pusat;
usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada
DPMPTSP Provinsi oleh DPMPTSP Kabupaten untuk Pr{_)}'e]_rc
yang mcrupakan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi
alau

proses pengenaan dan pencabutan sanksi.

Pasal 29

Kegiatan Pengawasan dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP
Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Penpusahaan KPBPB,
atau Administrator KEK sccara terkoordinasi dan dapat
didampingi oleh Instansi Teknis dan/atau instansi terkait.
Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf
a, dapat dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi,
DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau
Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf
b dan ¢, dilaksanakan oleh BKPM dan dapat didampingi
oleh DPMPTSP Provinsi dan/atau DPMPTSP Kabupaten.
Penpawasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d
dan g, dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi,
DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau
Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya dan
dapat didampingi oleh Instansi Pemerintah terkait dan
berwenang.

Penpgawasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf
e, dapat dilaksanakan oleh BKPM dan didampingi oleh
DPMPTSP Provinsi danfatau DPMPTSP Kabupaten.
Pengawasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f,
dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi dan didampingi oleh
DPMPTSP Kabupaten.

Dalam melakukan Pengawasan, BKPM, DPMPTSP Provinsi,
DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, alau
Administrator KEK dapat bekerja sama dengan profest yang
memiliki sertifikat keahlian di bidang Pengawasan sesuad
dengan bidang yang diperlukan.



o

£

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2]

(1)

Pasal 30

;{gﬁél:llililsap::f:rgjln schagml:n_nnn dimaksud dalam Pasal

; ngan mengirimkan surat pemberitahuan

terlebih dahulu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal

pelaksanaan Pengawasan kepada perusahaan.

I\cgls_lmn Pengawasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal

28 dsl:aksanakan dengan mengirimkan surat pemberitahuan

terlebih dahulu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal

pelaksanaan  Pengawasan kepada DPMPTSP  Provinsi,

DPM]‘-’I‘SP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB,

Administrator KEK dan/atau Instansi Teknis di lokasi

kegiatan Pengawasan.

BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan

Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK dalam sctiap

pelaksanaan Pengawasan menunjuk petugas Pengawasan

secara tertulis dalam surat tugas, dan ditandatangani:

a. BKPM oleh Direktur Wilayah terkait di unit Deputi
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

b. DPMPTSP Provinsi oleh Kepala DPMPTSP Provinsi;

c. DPMPTSP Kabupaten oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten;

d. Badan Pengusahaan KPBPB oleh Kepala Badan
Pengusahaan KPBPB; atau

¢, KEK oleh Administrator KEK

Dalam hal PimpinanfPenanggung Jawab Perusahaan tidak
memberikan tanggapan, Pengawasan tetap dilakukan oleh
BKPM, DPMPTSP Provinsi, DMPTPSP Kabupaten, Badan
Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.

Dalam hal pengawasan dilakukan karena adanya indikasi
atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf d,
Pengawasan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu kepada Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 31

BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan
Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK berhak
memperoleh penjelasan dan informasi dan/atau meminta
data pendukung yang diperlukan terkait
perusahaan yang menjadi objek Pengawasan.

Perusahaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memberikan  penjelasan  serta  informasi  dan/atau
menyediakan data pendukung yang lengkap dan benar.

dengan

Pasal 32

Hasil pemeriksaan ke lokasi Proyek dalam rangka
Pengawasan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani
bersama oleh petugas Pengawasan dari BKPM, DPMPTSP
Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBFB,
dan/atau Administrator KEK dengan Instansi Teknis terkait

dan Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan di lokasi
Proyck.



i

(2)

(3)

Dalam hal Pimpinan/Penangpung Jawab Perusahaan di
lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP, petugas
Pengawnsan dari BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP
Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator
KEK membuat berita acara penolakan yang ditandatangani
oleh Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan.

BAP yang tidak ditandatangani olch Pimpinan/Penanggung
Jawab Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dinyatakan sah,

BAB X1

TINDAKAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

(1)

(2)

(3)

(4

Pasal 33

Tindakan administratif untuk pengendalian pelaksanaan
Penanaman Modal yang izinnya tidak diterbitkan melalui
sistem OSS berupa :

a. pencabutan perizinan berdasarkan permohonan Pelaku
Usaha; _

b. pencabutan perizinan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap;

c. penutupan KPPA dan KPA Migas berdasarkan
permohonan,;

d. penutupan Kantor Cabang yang Izin Usahanya
diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM, berdasarkan
permohonan,; dan

e. pengenaan sanksi

Tindakan administratif untuk pengendalian pelaksanaan
Penanaman Modal yang izinnya tidak diterbitkan melalui
sistem 0SS berdasarkan kewenangannya dilakukan oleh :

a. Kepala BKPM atas nama Menteri teknis atau Deputi
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
untuk Kepala BKPM atas nama Menteri teknis terkait
sesuai dengan izin yang dimandatkan kepada BKPM;

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal atas nama Kepala BKPM;

Kepala DPMPTSP Provinsi;

Kepala DPMPTSP Kabupaten;
Kepala Badan Pengusahaan KPBPB;
Administrator KEK; atau

g. Instansi Teknis terkait.

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya
dengan:

a. tanda tangan secara elektronik; atau

b. tanda tangan secara manual.

&

=000

Pencabutan atau penutupan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap perizinan penanaman modal
yang masih berlaku.



BAB XII

PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN
PERMOHONAN PERUSAHAAN TIDAK MELALUI 0S8

(1)

2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 34

BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan
Penpusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, melakukan
Pencabutan perizinan sesuai dengan kewenangannya,
dengan berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha untuk: :
a. pencabutan karena pembubaran perseroan (likuidasi);
atau
b. pencabutan yang tidak termasuk pembubaran perseroan
{likuidasi).

Dalam hal permohonan Pencabutan dilakukan oleh
perusahaan PMA yang hanya memiliki 1 (satu) penzinan
Penanaman Modal dan masih berminat melakukan usaha di
Indonesia, perusahaan terlebih dahulu harus memperolch
Perizinan Berusaha yang dilampirkan dalam permohonan
Pencabutan.

Dalam hal permohonan Pencabutan dilakukan _ _ult:h
perusahaan PMA yang hanya memiliki 1 (satu) penzinan
Penanaman Modal dan tidak melampirkan Pernzinan
Berusaha baru schagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
permohonan pencabutan harus disertai dengan pembubaran
perseroan (likuidasi),

Pencabutan perizinan Penanaman Modal diterbitkan dalam
bentuk Surat Keputusan, sesuai dengan nomenklatur,

format, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Teknis
terkait.

Pasal 35

Permohonan Pencabutan perizinan Penanaman Modal,
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diajukan
secara daring melalui SPIPISE, dengan persyaratan data

yang telah dilengkapi dalam Folder Perusahaan sebagai
berikut :

a. identitas direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai

likuidator yang menandatangani surat permohonan;

b. surat kuasa tanpa hak substitusi dan bermeterai cukup,

beserta rekaman identitas penerima kuasa, dalam hal

pengurusan  permohonan  tidak dilakukan secara
langsung oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk
scbhagai likuidator;

c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau

permyataan para pemegang saham yang menyatakan
persetujuan  permohonan  Pencabutan  perizinan
Penanaman Modal atau pembubaran perusahaan;

. pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian
Hulkum dan HAM, dalam hal terjadinya pembubaran
atau likuidasi;

e. perizinan Penanaman Modal yang akan dicabut;



"\I

(2)

(3)

f. LKPM periode terakhir yang telah disctujui atas seluruh
proyck dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1
(satu) provek;

g NPWP perusahaan yang telah divalidasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan: dan

h. aklta pendirian  perusahaan beserta perubahannya
disertai dengan pengesahan  danfatau  penerimaan
pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Pencabutan perizinan Penanaman Modal diterbitkan paling

lambat 3 (tiga) Hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan

benar.

Dalam hal Surat Keputusan Pencabutan Pﬂr_ifjﬂﬂ“

Penanaman Modal diterbitkan untuk likuidasi, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, Surat KePU_"-““ff

Pencabutan diikuti dengan penutupan Hak Akses daring di

BKPM.

BAB XIII

PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 36

BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan
Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, melakukan
Pencabutan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memutuskan Pencabutan perizinan pada
perusahaan PMA yang hanya memiliki 1 (satu) Perizinan,
perusahaan harus melakukan likuidasi.

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memutuskan Pencabutan perizinan pada
perusahaan Penanaman Modal yang memiliki lebih dari 1
(satu) perizinan, Pencabutan diproses tanpa melakukan
likuidasi.

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memutuskan Pencabutan pada salah 1 (satu) Proyek
dalam 1 (satu) perizinan, ditindaklanjuti melalui perubahan
Perizinan.

Pencabutan perizinan diterbitkan paling lambat 21 (dua
puluh satu) Hari setelah tanggal putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap.

Pencabutan perizinan Penanaman Modal diterbitkan dalam
bentuk Surat Keputusan, sesuai dengan nomenklatur,

:anlzt dan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Teknis
erkaut.
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BAB XIV

F PENUTUPAN KANTOR PERWAKILAN DAN KANTOR CABANG

PERUSAHAAN BERDASARKAN PERMOHONAN

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Pasal 37

BKPM melakukan Penutupan KPPA dan KPA Migas

berdasarkan permohonan;

Permohonan Penutupan sebagaimana dimnksud pada ayat

(1) dinjukan oleh :

a. Kepala KPPA; atau

b. Kepala KPA Migas. .

KP3A dan Kanlor Perwakilan BUJKA menyampaikan

permehonan Penutupan melalui sistem OSS.

Permohonan Penutupan KPPA dan KPA Miga

secara daring melalui SPIPISE, dengan persyard

vang telah dilengkapi dalam Folder Perusahaan :

a. izin Kanter Perwakilan;

b. IMTA Kepala Kantor Perwakilan berkewarganegaraan

asing atau KTP Kepala Kantor Perwakilan

berkewarganegaraan Indonesia;

paspor Dircksi Perusahaan di negara s‘lsaj_; )

NPWP Kantor Perwakilan yang telah divalidasy; o

surat permyataan di atas meterai secukupnya dari Kepala

Kantor Perwakilan atau Direksi Perusahaan di negara

asal yang menyatakan tidak mempunyai hutang piutang

dengan pihak lain;

[ surat perintah atau pernyataan dari Direksi Perusahaan
di negara asal tentang penutupan Kantor Perwakilan;
dan

g. laporan Kantor Perwakilan periode terakhir.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

atas nama Kepala BKPM menerbitkan Surat Penutupan

KPPA dan KPA Migas.

Penerbitan  Surat Penutupan KPPA dan KPA Migas

dilakukan paling lama 3 (tign) Hari setelah berkas

dinyatakan lengkap dan benar,

s, diajukan
tan data

LN

Pasal 38

BKPM melakukan Penutupan Kantor Cabang Perusahaan
yang izin usaha perusahaan induknya diterbitkan oleh
BKFM, berdasarkan permohonan.

Permohonan Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) diajukan olch Direksi Perusahaan yang mendirikan
Kantor Cabang.

Permohonan penutupan Kantor Cabang perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
BKPM sesuai dengan kewenangannya secara daring melalui
SPIPISE, dengan persyaratan data yang telah dilengkapi
dalam Folder Perusahaan :

a. izin pembukaan kantor cabang;

b. surat keterangan domisili kantor cabang perusahaan;



c. aktn pendirinn perusahaan beserta perubahannya;

d. KTP Kepala Kantor Calang, .

e. NPWP Kantor Cabang yang lelah  divalidasi scsual
denpan ketentunn peraturnn perundang-undangan; dan

. Surat Kuasa tanpn hok substitusi dan bermeterni cukup
untuk pengurusan permohonan yang tidak dilnkukan
secarn langsung oleh direksi, beserta identitasnya.

(4]  Deputi Bidang Pengendalian Pelaksannan Penanaman Modal
atas namn Kepala BKPM  menerbitkan Surat Penutupan
Kantar Cabang sesua dengan kewenangannyi. .

(5)  Penerbitan Surat Penutupan Kantor Cabang d:lnkl.:ll:an
paling lama 3 (tign) Hari sctelah berkas dinyatakan lengkap
dan benar.

BAB XV
PENGENAAN SANKSI

Pasal 39

BKPM. DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan

Pengusahann KPBPB, Administrator KEK, atau Instansi Teknis

terkait  sesuni dengan  kewenangannya, mengenakan sanksi

administratil kepada Pelaku Usaha yang :

a. tidak memenuhi salah satu kewajiban scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 15; )

b. tidak memenuhi salah satu tangpgung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16;

c. melakukan pelanggaran  tertentu dan mendesak  yaitu
terjadinya kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan
keselamatan masyarakat yang berdampak secara lintas daerah
atau hintas Negara; dan/atau

d. memenuhi kriteria pengenaan sanksi yang diatur oleh Instansi
Teknis terkait.

Pasal 40

(1)  Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38, dilakukan dengan cara :

a. peringatan tertulis atau secara daring;

b. pembatasan kegiatan usaha;

¢. pembekuan  kegiatan  usaha danfatau Fasilitas
Penanaman Modal; atau

d. pencabutan  kegiatan usaha dan/atau perizinan
Penanaman Modal dan /atau Fasilitas Penanaman Modal.

(2] Untuk sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢, BKPM dapat
melakukan pemblokiran Hak Akses,

(3) Pembukaan pemblokiran Hak Akses sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Pelaku Usaha telah
memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut terhadap

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf ¢,



(e

(4)

(5

(6)

(N

(2)

(1)

(2)

(3)

Pemblokiran danj/atau pembukaan hak akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan ayal [3) dapat dilakukan alas

usulan dari Instansi Teknis, DPMPTSP Provinsi, dan/atau
DPMPTSP Kabupaten.

Sanksi administratif, schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, hurif ¢, dan huruf d, dapat dikenakan secara
langsung apabila terjadi pelanggaran tertentu dan mendesak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf .

Untuk pengenaan sanksi administratif, BKPM, [JI‘J'I_*-‘IF"T"é'ﬂ"I
Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB,
atau Administrator KEK, dapat meminta instansi lain di
Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Dacrah untuk
memberikan  informasi  dan  data  dukung,  scrta
pertimbangan hukum atas pelanggaran yang dilakukan
Pelaku Usaha,

Pasal 41

Sanksi administralif berupa surat peringatan, scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) hun_zl' a dikenakan
kepada Pelaku Usaha scbanyak 3 (tuga) kali berturut-turut,
dengan tengpang wakiu masing-masing paling lama :..“} {uga
puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peringatan
schelumnya diterbitkan,

Surat peringatan  sebagaimana  dimaksud pada ayat [l!
diterbitkan oleh Direktur Wilayah di lingkungan Unit Deputs
Bidang Pengendalian  Pelaksanaan Penanaman Modal,
Kepala DPMPTSP Provins:, Kepala DPMPTSP Kabupaten,
Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Admnistralor
KEK berdasarkan kewcnangannya dan dapat disampaikan
secara daring.

Pasal 42

Sanksi administratif berupa surat peringatan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dikenakan

kepada Pelaku Usaha pertama dan terakhir dapat
dikenakan dalam hal sebagai benkut :

a. tidak menyampaikan LKPM sesuai dengan ketentuan
pelaksanaan Penanaman Modal selama 3 (tiga) periode
pelaporan secara berturut-turut; dan/atau

b. adanya laporan dari Instansi Teknis berwenang
danfatau instansi terkait mengenai terjadinya
pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha wajib memberikan tanggapan secara tertulis

dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling
lama 30 (liga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
surat diterbitkan,

Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak

memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut
dalam jangka waktu 30 {tiga puluh) har kalender, Pejabat
yang berwenang dapat langsung mengenakan saksi
administratil berupa Pencabutan perizinan Penanaman
Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.



(1)

(2)

(3]

(9)

(5)

(1)

(2)

Pasal 43

Snnknil administratil berupa pembalasan kepgiatan usaha
sclmalnnirpalnn dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b
dapat dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memberikan
tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari kalender terhitung scjak diterbitkannya
surat peringatan yang ketiga.

Pembatasan kegialan usaha, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat berupa :

a. Pembatasan kepiatan usaha di salah satu atau beberapa
lokasi bagi Pelaku Usaha yang memiliki Proyck di
beberapa lokasi; dan/atau

b. Pembatasan kapasitas produksi;

Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban dan

perbaikan atas pengenaan sanksi administratif 5¢bagmrnnna

dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan
permchonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha pada

BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan

Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK yang

menerbitkan surat Pembatasan kegiatan usaha dengan

menggunakan bentuk surat.

Atas permohonan pencabutan Pembatasan kegial.::m usaha

schagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila diperlukan

BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan

Penpusahaan KPBPB, atau Administrator KEK paling lama 7

{tujuh) Hari, melakukan pemeriksaan di lokasi proyek yang

dituangkan dalam BAP.

Alas permohonan pencabutan Pembatasan kegiatan usaha

scbagaimana dimaksud pada ayat (4), Decputi Bidang

Penpgendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama

Kepala BKPM, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMPTSP

Kabupaten, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau

Administrator KEK sesuai  dengan  kewenangannya

menerbitkan surat pencabutan Pembatasan kegiatan usaha

paling lama 3 (tiga) Hari sctelah dilakukan pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 44

Sanksi administratil berupa Pembekuan kegiatan usaha

dpnfﬂtau Fasilitas Penanaman  Modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf ¢ dikenakan

apahi!a Pelaku Usaha tidak memberikan tangsapan tertulis

dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) han

kalender terhitung sejak diterbitkannya surat Pembatasan

kegiatan usaha.

Pernbekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman

Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :

a. penghentian sementarn sebagian kegiatan pada lokasi
Proyek /tempat usaha;

b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi
Pelaku Usaha yang memiliki beberapa bidang usaha;

c. pembekuan terhadap Fasilitas Penanaman Modal yang
telah diberikan kepada Pelaku Usaha; dan/atau

d. tidak dilayaninya permohonan perizinan dan Fasilitas
Penanaman Maodal.
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(4)

(6)

(7)

(1)

(2)
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Dalam  hal Pelaku  Usaha

kewajibnn  dan  perbaikan
administratifl sebn

Usaha  dapat
Pembekunn kepin
Modil  kepada
Kabupaten, B

telah  melakukan memenuhi
. nlas  pengenaan  sanksi
Biumana dimaksud pada ayat (1), Pelaku
mengajukan  permohonan pencabutan
tan usaha dan/atay Fasilitns Penanaman
BEPM, DPMUTSP  Provinsi, DPMPTSP
. gt an Pengusahann KPBPR atau Administratoer
KEK yang menerbitkan surat Pembekuan kegiatan usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal dengan menggunakan
bentuk sural,
Atas permohonan pencabutan pembekuan kegiatan usaha
dan/atau  Fasilitas  Penanaman Modal  scbagaimana
dimaksud pada ayat (4), apabila diperlukan BKPM,
DPMPTSP  Provinsi, DPMPTSP  Kabupaten, Badan
Pengusahnan KPBPB, atau Administrator KEK paling lama 7
(tujuh) Hari, melakukan pemeriksaan di lokasi proyek yang
dituangkan dalam BAP.

BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan
Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK menerbitkan
sural pencabutan Pembekuan kegiatan usaha danj/atau
Fasilitas Penanaman Modal paling lama 3 (tiga) Hari setelah
dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5.

DPMPTSP  Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan
Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK,
memberitahukan secara tertulis kepada BKPM, sebelum
melakukan Pembekuan kegiatan usaha terhadap Pelaku
Usaha yang mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal yang
diterbitkan oleh BKPM.

Pelaku  Usaha yang dikenakan sanksi administratif
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak
memberikan langgapan secara tertulis dan tindak lanjut
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Pejabat
yang berwenang dapat langsung menpenakan  sanksi

administratif berupa Pencabutan perizinan  Penanaman
Modal dan/atau Fasilitus Penanaman Modal.

Pasal 45

Sanksi  administratif berupa  Pencabutan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 Ayal (1) huruf d, dapat dikenakan
kepada Pelaku Usaha, dengan berdasarkan :

a. usulan dari BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP

Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau
Administrator KEK;

b. usulan dari Intansj Teknis terkait; atau

€. evaluasi dari unit kerja yang menjalankan fungsi
- gﬂ.
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten,
Badan Pengusahaan KFBPB, atau Administrator KEK sesuai

dengan  kewenangannya dengan menerbitkan Surat
Keputusan Pencabutan,



/

-

/3}

(4)

(1)

(2)

DPMPTSP  Provinsi, DPMpTSp

_ it s Kabupaten,  Badan
pengusahaan  KPBPB, atau  Administrator  KEK,
lr'lt:c;'l'lk [:tﬂ ukan secara tertuljg kepada BKPM, scbelum
mz l'flﬂ :::J;:[I: Ftr:‘ncglbutnn terhadap Pelaku Usaha yang

an Fasilitas - iterbi
oleh BKPM. Penanaman Modal yang diterbitkan
Pﬂ'nﬂﬂb_umn berdasarkan usulan dari Intansi Teknis terkait
Scbﬂgfumnna dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan
sesual dengan nomenklatur, format, dan kectentuan yang
ditetapkan oleh Instansi Teknis terkait.

Pasal 46

Usulan Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau
Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1} huruf a dan huruf b, diajukan dengan
kelengkapan berupa surat usulan Pencabutan penzinan
Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Mnda!
yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari
instansi yang mengusulkan. =
Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau F‘aﬁllltmf
Penanaman Modal diterbitkan paling lama 5 (ima] Han
setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 47

Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas
Penanaman Meodal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(1) huruf ¢, dilengkapi BAP dan/atau dokumen pendukung yang
ada dalam basis data sistem di BKPM.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAEB XV1
BIAYA

Pasal 48

Pelaku Usaha tidak dikenakan biaya dalam kegiatan
pengendalian  pelaksanaan  Penanaman Modal yang
dilaksanakan olch BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP
ﬁgl;{upatcn, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator
Biaya yang diperlukan pejabat BKPM dan pejabat Instansi
Teknis terkait untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan

Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

B:ia}-a yang diperlukan DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP
Kabupaten dan pejabat instansi terkait di dacrah untuk
kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
masing-masing.

El&}'? yang diperlukan Badan Pengusahaan KPBPB atau
Administrator KEK  untuk kegiatan pengendalian
pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran
Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK



o~

/ Pasal 49

(1) Penyampaian :

a. laporan kantor erwaki . imaksud
dalam Pasal 22; perwakilan, sebagaimana dimaks
b. laporan rea]isz.lsi impor berdasarkan pembebasan bea
masuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
€. permohonan pencabutan perizinan Penanaman Modal,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; .
d. permohonan penutupan kantor perwakilan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23: dan )
permohonan penutupan kantor cabang, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan secara bertahap
melalui SPIPISE.

(2) Penyampaian laporan, permohonan pencabutan, dan
permohonan penutupan secara daring melalui SE‘IPISE
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BKPM dimulai
paling lambat pada tanggal 2 Juni 2019.

(3) Penyampaian laporan, permchonan pencabutan, i
permohonan penutupan secara daring sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, kepada
DPMPTSP Provinsi, Badan Pengusahaan KPBPB, dan
Administrator KEK dimulai paling lambat tanggal 2 Januari
2019,

(4) Dalam hal belum dimungkinkannya pelaporan, pencabutan
dan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)
disebabkan sarana dan prasarana yang belum mendukung,

pelaporan, pencabutan dan penutupan dilaksanakan secara
luar jaringan (luring).

c,

Pasal 50

(1) Pelaksanaan '_seba,gajmana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)
h}lruf ¢ di DPMPTSP Kabupaten secara bertahap
disesuaikan dengan kemampuan sarana dan prasarana
pendukung di dacrah masing-masing.

(2) Dalam hal sarana dan prasarana belum mend
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), i

penyampaian lapora
dan permohonan pencabutan dilaksanakan &ecira Iurirﬁg. !

Pasal 51

E;lh:na:an h:nd]:.?&fj llal ran  komulatif atas pelaksanaan
alam ' .
disampaikan kepada B Scuap O (enam) bulan Sekali dan

kej upati dengan Tembusan kepada BKP
in_-ﬂa Erownsm S:lambat-lambatnya tanggal gl a‘uli #131?:2
nalan dan 31 Januari Tahun berikutnya :



BAB XVTI

PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

PENANAMAN MODAL

Pasal 52

Pengolahan data dan sistem Informasi Penanaman Modal mcnplilt!
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal mels
PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SIPID/OSS | yane
terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah DELR -

BAB XVIII

PENYEBARLUASAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

(1)

2)

(1)

(2)

¢. Mence

PENANAMAN MODAL
Pasal 53

Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman

Modal meliputi :

a. Membina dan mengawasi pelaksana Pecnanaman Mcd"n:l
kab/kota di bidang Sistem informasi Pcnanamal.l Modal;

b. Mengkoordinasikan  pelaksana Susialisa?l _ atas
kebijakan dan Perencanaan, Pengembangan, hcrjfar_:ama
Luar Negeri, Promosi, Pemberian Pelayanan Perizinan,
Perekonomian, dan Sistem Informasi Penanaman Modal
kepada aparatur Pemerintah dan dunia usaha; dan

c. Mengkeoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan
pelatihan Penanaman Modal.

Pelaksanaan Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan

Penanaman Modal dilakukan oleh Dinas DPMPTSP.

BAB XIX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

Masyarakat memiliki kesempatan yan
luasnya untuk berperan paan yang sama dan Seluas-

Penanaman Modal dengan caf:r:m aalam penyEien N

a. Penyampaian Saran; dan

E;:rm]:c:grirpaian Informasi Potens;j Daerah.

i bcﬂujua"mu:ﬂr:?kat sebagaimana dimaksud pada ayat

a. Memujudkan Penan

b. Mencegah pelan
Undangan: dan

aman Modal yang berkelanjutan;
EEaran alas Peraturan Perundang

Modal

=

gah dampak Negatif. sebagai akibat Penanaman



BAB XX

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 55

:{E‘Eﬂl‘intah dacrah dapat memberikan Insentif Penanaman
odal kepada Penanam Modal berupa :

a.  Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pajak

Daerah;

b.  Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi
Daerah;

C. Pemberan Dana Stimulasi; dan

d.

Pemberian Bantuan Modal.

Pemerintah  daerah  dapat memberikan kemudahan
Penanaman Modal berupa :

a. Penyedia sarana dan prasarana; dan
b. Penyedia lahan atau lokasi.

Tata cara pemberian Insentil dan kemudahan Penanaman
Moedal akan diatur lebih lanjut.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

Setiap Pelaku usaha melanggar dikenakan Sanksi yang
berupa :

a. Peringatan tertulis atau secara daring;,

b. Pembatasan kegiatan usaha;

c. Pembekuan  kegiatan usaha dan/fatau  fasilitas
Penanaman Modal;, dan

d. Pencabutan kegiatan Usaha dan/atau
Penanaman Modal.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ahurufl bdan huruf ¢, BKPM dapat melakukan
pemblokiran hak akses.

Pembukaan pemblokiran hak akses sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dapat di lakukan setelah pelaku usaha telah
memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut terhadap

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pad
huruf a, huruf b, dan huruf c. pada ayat (1)

P?mhlnkiran dan/atau pembukaan hak akses sebagaimana
dmlakEUdlpada ayat (2) dan ayat (3) dapat difakukan atas
usulan nstansi Tecknis, DPMPTSP Provinsi

DPMPTSP Kabupaten, el

Sanksi administratif, sebgaj i
huruf b, Beet o gaimana di“maksud pada ayat (1)

dan huruf d. d .
langsung apabila terj , dapat dilakukan secara

\ pab rjadi pelanggaran tertentu dan mendesak
ﬁ;ﬁm:cnadmﬁ kerusakan lingkungan dan [atau

ayakan keselamatan masyarakat yang berdampak
secara hukum daerah atay hukum Negara.

Fasilitas



(2)

(1)

(2)

(3).

(1)

(2)

e stba i i -turut,
grang wakty 32K 3 (Tiga) kali berturut-tu

Pm“h} hari u maSinR'masinﬁ paling lama 30 (Tiga
alender terh; ' ingatan
sebelumnyq diterbitkan, rhitung sejak tanggal pering

Su = :
tcrlr:n?:kg “TNetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
bida n olch Dircktur wilayah di lingkungan unit Deputi

ng Pengcmlnlian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala

Ecmg SE Provinsi, Kepala DPMPTSP  Kabupaten
rdasarkan kewena i sampaikan secara
daring, ngannya dan dapat di samp

Pasal 58

Sanksi administratif berupa surat peringatan sebagaimana di

maksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf a dikenakan kepada

Pelaku Usaha pertama dan terakhir dapat dikenakan dalam

hal sebagai berikut -

a. Tidak menyampaikan LKPM sesuail dengan kclcnl.pan
Pelaksanaan Penanaman Modal selama 3 ( Tiga ) Periode
pelaporan secara berturut-turut, dan/atau; dan

b. Adanya laporan dari Instansi teknis berwenang
dan/atau  Instansi terkait —mengenai terjadinya
pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan.

Pelaku usaha wajib memberikan tanggapan secara tertulis

dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif sebagaimana

dimakud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 30 (Tiga

Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat

diterbitkan.

Pelaku usaha dikenakan sanksi administratif scbagaimana di

maksud pada ayat (1) namun tidak memberikan tanggapan

secara tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30

(Tiga Puluh) hari kalender Pejabat yang berwenang dapat

langsung mengenakan  sanksi  administratif berupa

Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas
Penanaman Modal.

Pasal 59

Sanksi administratil berupa pembatasan kepiata

i ) n usaha
dapat d:kcnakarf apabila Pelaku Usaha lidnkglmcmbcrikan
tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30

(Tiga Puluh) hari kalender terhitunie. ge: > :
i ejak dit
surat peringatan yang ketiga, B s€) iterbitkannya

Pembatasan kegiatan usaha,
ayat (1) dapat berupa :
a. Pembatasan ke

secbagaimana dimaksud pada

lokasi bagi gi?tf: usaha di salah satu atau beberapa
- pelaku  usaha yang memiliki  Proyck
dibeberapa lokasi; dan/atau yane ve

b. Pembatasan kapasitas produksi.



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

Drlh'll'l'l !'I"I Fl‘h’]l\'.l.l Usnlus telnh |'|1|:":|'l‘|l"!n.'l.||'li l|r"-'l'_'1n'||':l'lj“'.lil.'l'l:'l cdan
rhaikan alns pengenann sanksi ndministratif ““h"l‘:"]fmm“

dimaksud pada ayat (1) peloku usanhn dapatl mengajukan
ke

neabutan pembatasan kegintan usaha pada
[;Rr]r"nhr:,ll“nl;;’r;.‘lr"}ﬂl’ Provinsi, []l'hﬂ_‘ll‘fl".:if‘ Kabupaten yang
menerbitkan surat pembatasan k{!gml:un 'I.H"-Ilh::i. . .

mohonan pencabulan pembatasan keglalan usa

:;It;:gs:hr;";ﬁa di ms[:);.(sud pada ayat (3}, apabila leCT]l].lkEln
BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten paling lama
7 (Tujuh) hari, melakukan pemeriksaan di lokasi yang
dituangkan dalam BAP. , .
Atas permohonan pencabutan pembalasan kcgmt:::m gja a
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Deput bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman _Mndal atas Nama
Kepala BKPM, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMF’]‘SF
Kabupaten sesuai dengan kewenangannya anerbllkan
surat pencabutan pembatasan kegiatan usaha paling lama 3
[Tiga) hari setelah dilakukan pemeriksaan.

Pasal 60

Sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha

dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) huruf ¢ dikenakan apabila Pelaku

Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak

lanjut dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender

terhitung sejak diterbitkannya surat pembatasan kegiatan

usaha,

Pembekuan kegiatan usaha danfatau Fasilitas Penanaman

Modal scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. Penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi
Proyck/tempat usaha;

b. Penghenlan sementara sebagian bidang usaha bagi
pelaku usaha yang memiliki beberapa bidang usaha;

c. Pembekuan terhadap Fasilitas Penanaman Modal yang
telah diberikan kepada pelaku usaha; dan/atau

d. Tidak dilayaninya permochonan perizinan dan Fasilitas
Penanaman Modal.

Dalam hal pelaku usaha telah melakukan memenuhi

kewajiban dan perbaikan atas pengenaan  sanksi

administratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku

usaha dapat mengajukan permohonan  pencabutan

pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman

Medal kepada BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP

Kabupaten yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan

usaha danfatau Fasilitas Penanaman Modal dengan
menggunakan bentuk surat.

Atas permohonan pencabutan pembekuan kegiatan usaha
dan/atau Fasilitas Pcnanaman modal seba gaimana
dimaksud pada ayat (3) apabila diperlukan BKPM, DPMPTSP
Provinsi, DPMPTSP Kabupaten paling lama 7 (Tujuh) hari
melakukan pemeriksaan di lokasi Proyek yang dituangkan
dalam BAP.



(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

BI*.PM._ DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten
mcnfrhllkﬂl:l 5‘_”“'5 Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha
dﬂn._.fatau E-a!-‘:lillas Penanaman Modal paling lama 3 (Tiga)
han selelah dilakukan pemeriksaan.

DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten memberitahukan
sccara  terlulis  kepada BKPM, scbelum melakukan
Pembekuan kegiatan usaha terhadap pclaku usaha yang

mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan
oleh BKPM.

Pelaku usaha yang di kenakan sanksi administratil
scbgaimana di maksud pada ayat (1) namun tidak
memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak Ia?ﬂ,l'“t
dalam jangka wakiu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, pt:_labﬂ}
yang berwenang dapat langsung mengenakan sanksi
administratif berupa pencabutan perizinan Penanaman
Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Medal.

Pasal 61

Sanksi administratif berupa pencabutan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf d, dapat dikenakan

kepada pelaku usaha dengan berdasarkan :

a. Usulan dari BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP
Kabupaten;

b. Usulan dari Instansi Teknis terkait; dan

c. Evaluasi dari unit kerja yang menjalankan [ungsi
pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.

Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten sesuai

dengan kewenangan dengan menerbitkan Surat keputusan
pencabutan.

DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten membertahukan
secara tertulis  kepada BEKPM, secbelum melakukan
pencabutan terhadap pelaku usaha yang mendapatkan
Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM,

Pencabutan berdasarkan usulan dari Instansi teknis terkait
sebagaimana di maksud ayat (1) hurul b diterbitkan sesuai

dengan Nomenklatur Format dan ketentuan yang dite N
aleh Instansi Teknis terkait.

Usulan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau
Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayal (1) hurufl a dan huruf b diajukan dengan
kelengkapan berupa surat usulan pencabutan perizinan
Penanaman Modal dan/fatau Fasilitas Penanaman Modal
yang ditanda tangani olch Pejabat yang berwenang dan
Instansi yang mengusulkan.
:ncabutan l;‘::i;inan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas
nanaman al diterbitkan paling lama 5 (Lima ) hari
setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar. ]
Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas
Penanaman Modal, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (1) huruf ¢, dilengkapi BAP dan/atau dokumen
pendukung yang ada dalam basis data sistem di BKPM.



BAB XX11
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62

2
Pada sang Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
. Perizinan berusaha yang diterbitkan sebelum peraturan
Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai
dengan Perizinan berusaha masa berlakunya izin; dan

Permohonan NIB Penanaman Modal sedang dalam
Proscs dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan
Bupati ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Peraluran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memenntahkan Fcngundang?n
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Dacrah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 7 Oktober 2019

7 BUPATI LEBIDHGf

Y H. ROSJONSYAH
Diundangkan di Tubei

pada tanggal7 Oktober 2019

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR

PENERINTAH KARUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM

o |FERELASH RO K
RABURKTEN ERONG | L]




